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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di 

dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat  menjadi  

kausa  kejahatan.  Sehingga  keberadaan  kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus 

selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas 

dan   kuantitasnya serendah  mungkin  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  

ada.  Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan 

dengan masalah-masalah  lain  seperti  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya  

yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama 

lain.  Karenanya  kejahatan adalah  hasil  interaksi  yang  disebabkan  adanya 

interrelasi  antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai   

fenomena  yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan 

fungsional satu sama lain.
1
 

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi 

siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan 

dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam kitab 

undang-undang hukum pidana, undang-undang korupsi, undang-undang HAM 

                                                             
1
Arif Gosita.1983.Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 

halaman 3. 

. 1 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



2 
 

dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-

perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 

konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. 

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan 

karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan 

orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 

Dewasa ini kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi di 

kalangan masyarakat, misalnya kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi 

di masyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun 

penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada 

kematian. 

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan 

menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini 

harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan 

kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau 

tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa 

sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan 

orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang 

lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.  

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat 

tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi 

usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah 
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bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum 

Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik 

beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan 

terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif 

(menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana), namun dalam 

prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan 

antara hak-hak yang diberikan antara korban dengan tersangka dalam peraturan 

perundang-undangan. 
2
 

Perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak 

yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana 

banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum 

yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan 

hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi 

sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam 

memperjuangkan haknya kecil. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali 

hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-

hak korban diabaikan. 

Pada kasus penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain dalam 

putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg. dimana dalam putusan 

ini tertera seorang terdakwa yang bernama Marinus Gulo alias Kajoni telah 

menganiaya korbannya yang bernama Martinus Telambanua sampai meninggal 

dunia, dalam putusan ini terdakwa Marinus Gulo alias Kajoni di hukum selama 5 
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(lima) tahun masa penahanan sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang 

unsur-unsurnya adalah “ barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan 

menyebabkan matinya orang lain”. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 

09/Pid.B/2014/PN.Sbg. Menghukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara 

pidana Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara 

pidana Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg? 

3. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sibolga Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. TujuanPenelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan 

perkara pidana Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg? 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku  

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain 

dalam perkara pidana Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg? 
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c. Untuk mengetahui sanksi hukum terhdap pelaku tindak pidana penganiayaan 

yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Pengadilan 

Negeri Sibolga Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis. 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih 

mendalam lagi, khususnya mengenai hukum pidana. 

b. Manfaat Praktis. 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

informasi kepada pembaca dan masyarakat luas menegnai pertimbangan 

hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor. 09/Pid./2014/PN.Sbg. 

dalam hal ini terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya 

nyawa orang, serta berguna bagi peneliti selanjutnya. 

D. Keaslian Penelitian 

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli 

dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan 

penulisan skripsi ini telah dilakukan penelurusan terhadap karya tulis 

mahasiswa/mahasiswi lain di Fakultas Universitas Dharmawangsa Medan. 

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan 

permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul 

dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilaukan, sesuai 

dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



6 
 

objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan 

kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya 

judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli 

dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori 

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di 

analisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir 

pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak di setujui. 

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau 

petunjuk dan meramalkan serta mejelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan 

penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori 

diarahkan secara khas ilmu hukum. 

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertimbangan hakim. 

1. Teori pertanggungjawaban pidana 

Menurut  Roeslan  Saleh
3
 Dalam   bahasa   Inggris pertanggungjawaban   

pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep 

pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal  hukum 

semata-mata  melainkan juga menyangkut  soal  nilai-nilai  moral  atau  kesusilaan  

umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok  dalam  

masyarakat,  hal  ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai 

dengan memenuhi keadilan. 
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Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan  

apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 

pidana yang telah  terjadi. Dengan  kata  lain pertanggungjawaban  pidana  adalah  

suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau 

dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan  

yang  objektif  yang  ada  pada  perbuatan  pidana dan  secara subjektif  memenuhi  

syarat  untuk  dapat  dipidana  karena perbuatannya  itu. Apa yang dimaksud  

dengan celaan objektif  adalah perbuatan yang  dilakukan  oleh seseorang  tersebut 

merupakan  perbuatan  yang  dilarang, perbuatan  dilarang  yang dimaksud disini 

adalah perbuatan  yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum  baik  

hukum  formil  maupun  hukum  materil.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  

celaan  subjektif  merujuk  kepada  si pembuat  perbuatan  terlarang  tersebut. 

2. Teori pertimbangan hakim 

Menurut Hendar Soetarna.
4
 Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang 

menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara 

tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan 

setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat 

dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim 

memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat 

subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, 

dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat 

objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, 

bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. 
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Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan 

hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan 

dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non 

hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum 

seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, 

dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan 

dan alasan-alasan lain yang meringankan. 

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 

dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya 

pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu 

perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. 

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat 

(1) d KUHAP yang berbunyi : 

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 

keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan 

kesalahan terdakwa”. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan 

bahwa :
5
 

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-faka 

dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek 

teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang 

sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.” 
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Menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah 

Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen 

Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan 

pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut : 
6
 

1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 

3. Cara melakukan tindak pidana; 

4. Sikap batin pembuat tindak pidana; 

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 

9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan 

10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat 

menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah 

hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat 

merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakat dan setiap insan. 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis dan sifat penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum 

normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai 

penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan 

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada 

peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat dengan hubungannya 

pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat 

sekunder pada sekunder perpustakaan. 
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b. Sumber Data. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Dimana data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang 

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. 

Penelitian kepustakaan ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis 

dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan 

pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi 

di internet. 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan 

yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang 

diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun 

website yang terkait dengan penelitian 

c. Bahan hukum tersier 

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, 

kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. 
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c. Tekhnik Pengumpulan Data. 

Tekhnik data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

studi dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, 

media cetak, dokumen-dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan 

yang terkait. 

d. Analisis Data. 

Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis 

secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan Penganiayaan yang 

menyebabkan hilangnya nyawa orang dalam putusan hakim Nomor 

09/Pid.B/2014/PN.Sbg. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah 

mengenai permasalahan tersebut. 
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